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WALIKOTA SOLOK

PROVINSI BSUTMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN

Menimbang

Mengingat

KERJA
WALIKOTA SOLOK,

bahws berdasarkan Fasal 3, Pasal 6, Pasal 7,
Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah
Momor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Kevangsn Dasrah, Pejabat-pejabatl vang
mengelola kenangan dasrah antam lakn sdslah
Repala Daerah selaky Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Kewangan [Daerah, Sekretarns
Deeriih s Lk Koordirva bir Pepgeloiaan
Keuangan Daerab, Kepala Bamuan Kerja
Pengreinla Kruangan Deerah  selaku Priabat
Pengelola Keuangan Dasrah;

bahwa dalam rangks mendukung kelancaran
pelaksataan pengedsdaan  Erfaangan  cdaerah
specara tertib, efekull, efislen, transparan dan
akuntabel sesual dengan peraturan perundang-
undangan vang berlaky, dibutuhkan beban
keria vang lebdh besar pada Satuan Kerp
Pengelala Keunngan Daermh meka periua
memberikan Tambahan Petghasilan
Berdasirkan Beban Kerja;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagmimana
dimaksud datam huruf a den horal b, perlu
menetapkan.  Peraturan Wallkota  entang
Femberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Beban Keria.

Undang-Undang Nomor & Tahun 1956 fentang
Pembentukan Dacrah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsl Sumatera Tengah o
Pernturan Menteri Dalam Negerl Nomor 8 Tahun
1970 tentang Pelaksanaan  Pemerintahan
Kotamadya Solek dan Eatamadya Pavakumbah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penvelenggaraan Negara vang bersih dan Bebas
KRN |Lembaran Megara Republik  Indonesis
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembarnn
Negarn Nomor 335,

Undang-Undang Momor 17 Tehun 2003 tenteng
Keuangan Negara (Lembaran Negars Republlk
Indonesia Tahun 2003 Nodr 47, Tambahan
Lembaren Negarn Nomor 4 286);
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Unclang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 fentang
Pemetiksaan Pengelolaan dan Tanggungjawal
Keuangan Negara [Lembaran Negara Repubilk
Indonesta Tahun 2004 MNomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomas 44005,
Undang-Undang Nemor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara  Pemernntakh
Pusal dan Pemerintah Daerah  [Lembaran
Megara Republik Endonesia Tahun 2004 Noemor
126, Tambahan Lembaran Negam Romor 4438}
Undang-Undang Momor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahan Daerak  (Leéembaran  Negars
Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negaras Nomor 5587) sebagaimans
telah beberapa kali diubah  tecakhir dengan
Urckang-Undang Namor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 etang Pemerintahan Deerab
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tabun
2013 Nomor 5B, Tambahan Lembaran Negara
Nomoar 3670);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (EBembaran Negars
Repubdik Indonesla Tahun 2005 Nomor 137,
Tambehan  Lembaran  Negara — Republik
Indonesia Nomaor 4575]

Peraturan Pemerintuh Nomor 56 Tehun 2005
tentang Sketem  Informasi Keusangan [aerah
[Lembaran Megama Republik Indonesia Tahun
2005 Romaor 138, Tambahan Lembsaran Negara
Republik Indonesia Komaotr 4576},

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang  Pengelolaan Keuangan Dmerak
[Lembaran Negara Republik Indensesla Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembammn Negara
Repubdik Indonesia Nomor 4578|;

Peraturan Permedintalh Nomor 8 Tahun 2006
tentang  Pelaporan  Keuangan dan Kinera
Instansl Pemerintah (Lembaran Negara RBepublik
Indonesia. Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negarm Republik Indonesia Nomor
A6 14);

Peraturan Pemerintalh Nomor 71 Tehun 2010
tentang  Standar  Akuntensi | Pemerintahan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Komor 123, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesan Nomor 5165(;

Peraturan Pemerintabh Nomor 27 Tabun 2014
tentang Penigelolaan Harang Mtk
Megara, Daerah  (Lembaran  Negars  Republik
Indanesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);



Memperharikan

Menetapkan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016
teniang Ketentuan Umum  dan Tata  Carn
Pemunguten Pajuk Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahuan 20016 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Megara  Republik
Indonesia Momor 3950);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007
tentang  Pembinaan dan  Pengavwasan  atas
Penyebsnggaman Femenitahan Draerah
{Lembsaran Negara RBepublik Indonesia Tahun
2017 Nomor T3, Tambtahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor G041 5

15. Pepaturan Menteri [kakam MNegeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang  Pedoman  Pengelataan
Kevangan Daerah sebagaimana telah diubah
bheberapa kel temmkhir  dengan Peraturan
Menten Dalam NMeger Notwor 21 Tahun 201 1;

16. Peraturan Menterl Dalam Megerl Nomor 64
Tahun 2013 tentang Penerapan  Standar

Akuntansl Perserintahan Berbasis Aknsal pada
Pemerintah Daerah;

17, Perpturan Deerah Kot Solok Nomor @ Tahuin
2008 temrang Pokok-Pokok  Pengelolsan
Keuangan Dacrah;

1#, Pemturan Deerabh Kota Solok Nomor 5 Tahuan
2016 tentang Pembentukian dan Susunan
Perangkat Dacrah;

. Rekomendasi Tim Analisis Beban Kema Pada Laporan

Analisis  Heban Kerja 5 Lingkungan Dinas
Pendapatan, Pengelols Keuangian dan Aset KEota Solok
Tahun 2010.

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN

TAMBAHAR PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN
KER.JA
BAR I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peramuran Wallketa inl yang difmsaksed dengan:
1, Dierah adalsh Kota Solok.

4. Pemerintah Darrah adalah Pemerintah Ko
Salak

Wallkota adalah Walikota Salok.
Walkil Walikota sdalah Wakdl Wallkota Salok.

Selretaris  Dacrah adalah  Selkretaris Darmah
Kota Solok.

o o
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Badan Keoangan Daerah  adalah Badan
Keuangan Dacrah Kota Solok.

Satisan Kerja Pengelols Keuangan Daerah vang
selanjunya  disingkat BKPRD  edalah Badan
Keuangan Daerah.

Pengguna Anggaran adalah pemabat pemegang
kewenangan penNgEUna&an anggamn untuk
melaksamakan ugas pokok dan lungsi OFD
vang dipimplnnya,

Kuasa Pengeuns n adalah pejabat vang
diberl luass wuntuk melaksanakan  schagian
kewenangan  pengguns anggaran  dalam
melaksnnakan sebagian tigas dan fungsl OPD.
Dakumen Pelakeansan Anggaran  Organisas|
Perangkat Daerah yang selanjutnys disingkat
DPA-OPD merupakan dokumen vang memuat
pendapatan  dan belanjas  setap OPD vang
digunakan sebagal dasar pelaksansan ANERATRN
oleh pengEUnG Sngearan,

Aparatur Sipill Negara yang  selanjutiya
disingkat [ASN] adalah Pegewai Negeri Sipil
Daerah Kota Solok sang gajinya dibebankan
pada APBD Kote Solek dan bekerja pada
pemerintahan dieergh atan dipekerjakan diluar
tnstns indukmna.

Tunjangan Khusus Pengelolasn Daerah yang
selanjutnva diskngkat TEPKD adalah Tembahan
penghasilan  berdasarkan behan kerjz yang
diberikan kepada pejabat-pejabat pengelola
Reuangs deecah dan pegawal satean  kerja
pengelola  kruangan daerah  wvang  dibebani
pekerjann  untul  menyelesalkan  ugas-nagas
yang dinilal metampau beban kega normal

PFEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA

Ma=al 2

Tambahen Penghasilan BHerdusarkan Beban
Rerja diberikan dalam fangks meningkatkan
tertib wdministrasi  dan pengelolaan kesangan
daerah yvamg efekti efisen, tmnosparmn dan
akuntabel pada  SKPED  sesual  dengan
peraturan perundang-undangan rang berlaku,
Tambahan Penghasitan Berdasarkan Beban
Kerjs sehagaimans dimaksud - pada asyat (1)
diberikan  kepada  pejabat-pejabat  pengelols
keuangan deerah i LingEungan Pemerintah
Fota Solok vang terdivi dari ;

a, Walikota bertndak seleku  Penguasa

Pengebola Keuangan Dierah:



. Wakil walikotea berunciak  selaloa  Wakid

Penguase Pengelola Keuangan Daerah;
Sekretaris Daerah  selshu Keordinator
pengelolasn keuangan daersh;

Kepala Badan Keuangan Daersh selaku
Peiabat  Pengelols Keuangan  Daeerah
bertindak  sebagai Pengelela  Uoam
Keuangan Daerah;

Hekretaris Hadan Eeuangan Daerah seiaku
Sekretaris . Pengelala Umuam Reuangen
Daperaly:

Kepala bidang anggaran Badan Keuangan
Deerah sclaku penpgelola perencanasn dan
penvisinen anggaran daemh;

Kepala bbdang akuntansi Badan Keuangan
Diernh  selabu pengelols  akuntansi,
pelaporan dan Jistim Inforosasl Eeaangan
Diaerah;

Kepala bidang pendapatan Badan Eeuangin
Dmerah selaku  pengelola pendapatan
daerah;

Kepala badang aset Badan Keuangan Dasrah
selaku pengebola aset daerah;

Kepala hidang perbendahamun  Badan
Keuangan Deerah selaku Kuasa bendahars
umuen daerah bertindak sebagai pengelola
rekening kas drerah dan
preriangpungawaban fungsional bendatiars
L

Kepala sub bagian dan kepala sub bidang
Hadan Kruangan Dasrah selald anggota
pelaksana  teknia  pengelola  keusngsn
daerah; dan

Staf Badan Eruangan Daernh  bertincdak
sebagai  sekretarinl | pengelola  Reuangan
dacrah.

Besaran schagaimana chimaksud  pada agat (1]
dan ayat (2] adalah sebagai berikuts

b,

a  Penguass Pengelola Rp. 15.000.000.-
Keuangan Dmerah
Wikil Pengrsasa Rp. 10.000.000,-
Pengelola Keuangan
Dacrak

Komrdinator pengrlola Rp. T 5000}, -
kruangan daceah

FPengelola keusngan Rp. 6.500.000,-
diszrnh

Selretarls pengeloia Rp. S000.000,-
kruangmn darmh

Pengelola perencanaan Bpo 4 500.000,-
di&n penyLsunan

EOEERALO

Pengelala akuntansi, Rp.  4.500.000,
pelaporan dan SIKD

Pengelola pendapatan Rp. 45000000,

rdartrh
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(1)

i. Pengelola aset daerah Rp, & 500,000, -

j- Pengelold rekening kas Rp. & .500,000,-
daerah dan
pertanggungjawaban
Tungsional bendahars
Py

k, Anguots pengelols Rp. 33000000,
keuangan daerah

|, Sekretarial pengelota Rp. 2.000.000,-
keuangun daerah
golongan M1

m. Sekretariat pengeioln Rp. 1.500.000,-
keuangan dacrah
gnlongan [

Pasal 3

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja dibavarkan zetiap bulannys dengan jam
kerja masuk kantor pukal 07,30 WIB dan pukul
17.00 WIB putang kantar.

Apabtila menjalani Cutl Tahunan/fzin Tidak
Masguk Kanfor, Sakit/Cuti Sakit daa Cud
Afasan Penting dalam bailan yang berkensan,
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerje dibavarkan dengan perhitungan s=hagai
berikul:

TPMH.'huhn-I:Jﬂ@jiw.r_l TFEHH.'FLI-II-IH
Jueslah Hasl Kerjo / hulan

Apahila izin ateu sakit setelah jam istirahit
siang datam  sabs harn ketja dengan
sepengetahuan ) perselujuan atau tATIPA
sepengetalisan pereeiujuan  gtasan  langsung,
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Heban
Kerja dikursngi dengan perhitungan 10satu) harl
kesja

BAB I
TATA CARA PEMBAYTARAN
Pazal 4

Tambahan Penghasllan Berdasarkan Beban
kKerja  diberikan  berdasarkan DPA Badan
Eeuangon Daerah dengsn melampirkan Duakt-
baketd sebagal berikur

a. Bukt tanda terima uang (kwitansi) yang telah

ditandatanganl aieh Pengguna  Angparan/
Kizasa Pengruna Anggaran; dan



b, Daftar perhitungan pembayaran yang telah
ditandatangani oleh Pegguna Anggaran
Kisma Pengeuana AngEaran.

12} Tamhshan Penghasilan Berdasarkan Beban

(3

Kerja sebagaimana dimakswd pada ayat (1)
dibavarkan melalul mekanisme  pembayasn
ruoel Tunal.

Tambehan Penghasilan Berdssarksn  Beban
Kerja sehbagaimana  dimaksud pada avat (1)
dibwyarkan aetiap bulan pads. awal bulan
berkutnve Kecuall Bulan Desember dibayvaran
mingga terakhir bulan Desember.

BAB TV

FPENGECUALIAN PEMBERIAN TAMBAHAN

PENGHASILAN BERDASARKAN EEBAN HERJA

Fasal 5

Tambmhan Penghasilan Berdasarkan Beban Kera
tidak diberikan kepada Jajamn Pejabat Pengelols
Keuangan Daerah, sebagai berilout

i,

h,

-

= I -

Pegawnal yang diberhentikan untuk sementara
[skarsing) atau dinon aktifkan.

Pegawal yang sédang menjalani oati diluer
ERNZEUNERN NegArs

Pegawai bebas rogas unmk menjalani masa
persiapan pensian (MPP),

Pegivwal yang sedang menjenld Cutl Tahutan,
Pegawal vang sedang menjalani Cuti Sakir
Pegawal vang =cdang menjalani Cutl Alasan
Penting

Pegrwal vang sedang menjalani Cuti Besar.
Pegavml yang sedang menjalani Cut Bersatin,
Pegawal vang lzin Tiiak Masulk Kantor,

Pegrwal vang l=n Bakit

BAEB V

Pasal &

Pengawasan terthedap pelaksansan  Peraturan
Walikoda ini dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan
Prarrah.



BAB V1
KETENTUAN FENUTUP
Pasal ¥

Demgnn - berlakunmya  Persturan Walikota sl - maka
Peraturan 'Walikodm Salok Nomor 8 Tabun 2017 tentang
Pemberian Tunjangan Khuses Pengelodasn HKeoangan
Daerah dicabul dan dinyatakan tidak berlaku,

Fasal &

Peraturan Walllota o muled berfaliu  pada taoggal
diendanpican.

Agar setiap orang mengetabomys  memeriiablan

pengundangan  Perafurar  Walikaldh i dengan
Fenempatannyn dolam Berita Dacrah Kota Solok,

Ditetoplkan di Soloic
Pada Tangeal lolanar 2048

i T

Lm
Chiznduenpken & Solok
Fadds Tanpgal bdamann 2518

e

m‘ mm m Tm mla mm I'Irﬂllrllllllllll-lllll-



™ PEMERINTAH KOTA SOLOK

BADAN KEUANGAN DAERAH
. Lubuk Sikarah Nomor 89, Telp, {0755) 325941 Fax. (0755) 22447
SOLOK

Solok, ¥ Fobruarl 2018 M
Tumadal Awal T&8H

Kepada -

¥th, Bapak WALIKOTA SOLOK
L]

nomer  -op0y LU0 reEDa0m

SOLCHE,
MNOTA PENGAJUAN EOMNSEP MASEAH [DHNAS
lends Maskah Dinas i Peraturan Waltkota Sedok
Yang akan disarmpadkan
Kepada i Wialikota Solok
Dari . Kepala Badsn Kewangan Dacrah Kata Solak
Ferihal - Peraturan Walikotn Momor Fahun 2018 tertang Pembertan
Tunjamgan Ehimus Pengelolasn Kewsngan Daarah.
Lampiran = 1 gatu) hal,
Lasatan © Menincaklanjuti hal lersebit  perlo  ditefapkan  Peraturan

Walikota Solok Tahun 2018 tentang Pemberian Tumdansean
Khusus Pengalolaan Kewangan Daerah

Untuk Maohen Tasuls.  © Peraturan Walikota Solok Nemor Tehun 2015 Pemberian
Tangan Aras Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan Daemb,
Disposisi Pimpanan EFF.IMEIHI'_I '!l

NIP. 195&.‘-51 1121 o
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